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BAB III  

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG 

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

 

3.1.  Latar Belakang Peraturan Daerah K ota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017  

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat ketaatan hukum warganya, 

selaras dengan pasal 1 ayat 3 Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 hasil Amandemen ke-4 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini 

tidak lepas dari sebuah peraturan, baik peraturan yang tertinggi sampai peraturan 

yang terendah. Dengan banyaknya masalah yang terjadi di masyarakat termasuk 

pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah Daerah mengupayakan agar 

permasalahan ini dapat teratasi serta dapat merubah pola pikir, perilaku dan 

tindakan masyarakat agar menjadi lebih bertanggung jawab. Hal ini merupakan 

tujuan dan berlakunya sebuah peraturan di tengah-tengah masyarakat untuk dapat 

berjalan dengan baik. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada 

ditengah masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan suatu 

peraturan yang mengacu kepada lalu lintas dan angkutan jalan adalah kurangnya 

pemahaman mengenai hukum, mementingkan kepentingan pribadi, dan kurangnya 

sosialisasi mengenai hukum. 

Penyelenggaraan peraturan daerah oleh pemerintahan daerah diberikan 

otonom seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang dalam undang-undang 

ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Untuk melaksanakan otonomi luas di 

daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonom dan tugas pembantuan. 

Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan 

dengan penempatannya dalam lembaran daerah yang bersangkutan menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembentukan setiap 

peraturan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang merupakan 

landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah seperti 

aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis (Rahayu, 2018: 112). 
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Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian Pemerintah Daerah 

Kota Pariaman membentuk beberapa peraturan daerah, diantaranya Peraturan 

Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Tujuan Perda ini dibentuk untuk menciptakan sistem lalu lintas yang lancar, 

handal, selamat, tertib, aman, berdaya guna dan berhasil guna. 

Kota Pariaman adalah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. 

Kota ini berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang yang merupakan Ibukota Sumatera 

Barat. Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang 

Pariaman yang terbentuk pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan UU No. 12 Tahun 

2002. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pada tahun 2010, Kota 

Pariaman memiliki jumlah penduduk sebanyak 97.901 jiwa. Kota Pariaman 

sebelumnya memiliki sebuah pelabuhan yang menjadi salah satu pusat perdagangan 

emas, lada dan berbagai hasil perkebunan pada masa Hindia Belanda. Lambat laun 

pelabuhan kota ini menurun karena digantikan oleh pelabuhan Muara dan pelabuhan 

Teluk Bayur yang terletak di Kota Padang. Dengan berkembang nya zaman dan 

teknologi pembangunan pun berjalan baik, termasuk pada pembangunan jalan dan 

sistem lalu lintas. 

 

 

    Gambar 3.1 Letak Geografis Kota Pariaman  

 


